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GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 045 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 053 TAHUN 2023 
TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur
Nomor 053 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian
Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipandang
sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga
perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 053
Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 639�);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Sela tan (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 053 Tahun
2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi 2023
Nomor 53);
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 053 TAHUN 2023 
TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN 
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 053 Tahun 2023 
tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 53), diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
program dan rencana kegiatan, serta menyusun laporan pelaksanaan
kegiatan badan.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan
badan;

b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data badan;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan
rencana strategis;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan
rencana kerja badan;

e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi badan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan
laporan akuntabilitas kinerja badan;

g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan
pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban;

h. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan
program dan pelaporan; dan

J. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
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2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf i dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 11 

(1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja,
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik dan peningkatan demokrasi.

(2) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
uraian tugas:

a. menyusun rencana kegiatan bidang politik dalam negeri sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan bidang politik dalam negeri untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

c. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum
kepala daerah serta pemantauan situasi politik;

d. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik;

e. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum
kepala daerah serta pemantauan situasi politik;

f. melakukan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum
kepala daerah serta pemantauan situasi politik;

g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi
politik;

h. melaksanakan koordinasi dan
pemerintah dan lembaga non
pelaksanaan tugas dan fungsi;

1. dihapus;

konsultasi dengan 
pemerintah dalam 

lembaga 
rangka 

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang politik
dalam negeri dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
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Pasal II 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan. 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 29 Agustus 2024 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 
KALIMANTAN SELATAN 

Ttd. 

ROY RIZAL! ANWAR 

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal 29 Agustus 2024 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

Ttd. 

SAHBIRIN NOOR 

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 45 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! 

KALIMAN N SELATAN 
Kepala Biro Hukum
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